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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 ini, merupakan merupakan masa transisi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dimana dasar perencanaan tahun 2016 tidak dapat lagi menggunakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015. Sedangkan RPJMD Tahun 2015-2020 belum ditetapkan.
Penyusunan RKPD bagi Provinsi yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN serta RKP Tahun 2016 untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. 

4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD tahun 2005-2025 telah diuraikan Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ke-3 (2016– 2020) dengan perincian sebagai berikut:

1. 
Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi dan sebagai kelanjutan dari RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus. Pada periode ini diprioritaskan untuk terus melanjutkan penataan, pembinaan dan pengembangan organisasi pemerintahan daerah. Pemerintah dan lembaga pemerintahan mulai menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip penyelenggaraan manajemen modern, baik dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Meningkatkan mutu dan kualitas perangkat pemerintahan yang didukung oleh jumlah pegawai yang memadai serta didukung dengan pemakaian teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. 
2. 
Sejalan dengan semakin meningkatnya karakter dan budaya masyarakat di Kepulauan Riau terus dilakukan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama di seluruh lapisan masyarakat dengan kaderisasi yang terencana. Hukum dan perundang-undangan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah. Disiplin menjadi bagian budaya daerah yang maju dan menjadi kebanggaan masyarakat untuk menjadi tertib dan berbudaya.
3. 
Pelayanan publik semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah.
4. 
Pengamalan nilai agama, hukum dan moral serta budaya terus ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat baik lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Pendidikan akhlak dan budaya sudah mulai masuk ke perguruan tinggi dengan tetap memantapkan kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK). Lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakat termasuk lembaga adat dan sanggar seni semakin memiliki peran dalam memantapkan moral dan akhlak masyarakat. Peninggalan budaya dapat dicegah kemusnahannya dengan membuat manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah. Peningkatan peran museum sejarah terus ditingkatkan sebagai wadah pembelajaran bagi generasi muda. 

5. 
Peningkatan kualitas pemuda terus dilakukan untuk mewujudkan pemuda yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan serta berakhlak dengan Inisiasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan maupun dengan meningkatkan kualitas sarana pemebinaan dan pengembangan bakat dan keterampilan. 

6. 
Kesadaran bela negara semakin meningkat, dan pelatihan relawan inti penanggulangan bencana terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif terus dipelihara dan ditingkatkan terutama dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern dan kebijakan menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik sebagai dasar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. Terus meningkatkan kualitas dan menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang lebih maju dan modern. Meningkatkan kualitas dan fasilitas kantor pelayanan publik yang lebih maju, efesien dan nyaman.
7. 
Reward and punishment menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen pemerintahan yang modern didukung dengan penerapan standar kinerja di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosesdur (SOP) untuk setiap jenis pelayanan. Penilaian kinerja diterapkan disertai dengan sistem penggajian yang rasional dan proporsional aparatur pemerintah daerah. 

8. Terus membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern. 

9. 
Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap kebijakan yang sudah ada. Terus meningkatkan infrstruktur pendukung investasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan.

10. Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah dengan tetap menumbuh kembangkan kegiatan industri dan pariwisata berbasis kelautan. Mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi nelayan ditingkatkan sebagai pelaku UKM dan mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global. Dalam bidang ekonomi makro, berupaya mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,81 % dengan migas dan 8,02 % tanpa migas. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan akses perekonomian daerah serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah.
11. Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang terus dikurangi, dengan melibatkan semua pihak baik melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan karena hal ini bertentangan dengan nilai agama dan moral serta merusak citra daerah sebagai Provinsi Kepulauan yang berbudaya.

12. 
Pembangunan di Kepulauan Riau maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang mendekati perkapita negara tetangga. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB baik Provinsi Kepulauan Riau maupun kabupaten/kota. Peranan sumberdaya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka mempersiapkan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi.

13. 
Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Bersamaan dengan itu industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral semakin berkembang dan mampu memberikan sinergis dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah. Daya saing Kepulauan Riau semakin kuat dan kompetitif yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah. Peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

14. 
Terus melakukan pembangunan berdasarkan perencanaan yang terarah dan sistematis, dengan memanfaatkan data dan kemajuan teknlogi informasi. Pengendalian pembangunan berdasarkan sistem pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dalam mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan yang terfokus. Pembangunan jangka menengah sudah memperhatikan rencana jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penataan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik.

15. Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat terus berkembang baik jumlah maupun peranannya. Terus mengembangkan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan dan usaha mikro dan kecil ditata, dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan.

16. Perda pengelolaan pertambangan umum dan Perda air tanah berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi pengusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan stakeholders lainnya dalam pengawasan. Dalam bidang SDA migas terus diupayakan peningkatan DBH dari hasil minyak dan gas sehingga keuangan daerah terus meningkat, disejalankan dengan memberikan peran BUMD dalam mengelola sumberdaya alam di daerah. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program community development secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi.

17. 
Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus terpelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung industri sumberdaya mineral skala menengah dan besar, disamping skala kecil yang sudah terbangun pada periode RPJM Daerah ke-1 dan ke-2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari industri sumberdaya mineral untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global.

18. 
Perda pengelolaan pertambangan sumberdaya mineral dan perda air tanah berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumberdaya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi pengusahaan pertambangan sumberdaya mineral dan pemanfaatan air tanah dengan kerjasama dan koordinasi bersama instansi dan stakeholders lainnya dalam pengawasan. Konservasi sumberdaya mineral (memperpanjang usia penambangan sumberdaya mineral), meningkatkan nilai tambah ekonomi sumberdaya mineral, menambah lapangan kerja, kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional mulai dirasakan. Dalam bidang sumberdaya alam migas terus diupayakan peningkatan sehingga keuangan daerah terus meningkat.

19. Peran BUMD ditingkatkan dalam mengelola sumberdaya mineral di daerah baik penambangan maupun pengolahan menjadi bahan industri berbasis sumberdaya mineral. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan eksplorasi dan produksi migas dan program pengembangan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi.

20. 
Dalam bidang perikanan dan kelautan terus dilakukan upaya menjaga daerah penangkapan ikan dan peningkatan sektor perikanan terhadap ekonomi daerah. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang perikanan, efektifitas peraturan dan efisiensi pelayanan publik, peningkatan eksploitasi sumberdaya perakanan dengan tetap menjaga kelestariannya. Peranan Sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB meningkat 7 % yang dilaksanakannya dengan efektif dan melalui kajian yang jelas dan meningkatkan kerjasama perikanan antar daerah dan instansi terkait terutama dalam pengawasan perikanan dan hasil laut termasuk perdagangan antar negara dan antar daerah.

21. 
Sebagai implementasi dari pengembangan pertanian berkelanjutan maka perlu disusun konsep pewilayahan komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan menuju produk pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi fisik lingkungan setempat. Untuk mendukung program pengembangan sektor pertanian-perkebunan diikuti dengan pemberdayaan masyarakat pertanian-perkebunan dan lembaga-lembaga pertanian yang sesuai seperti pembinaan petugas lapangan, lembaga keuangan mikro. Di bagian lain upaya diversifikasi komoditas dan diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kinerja aparat pertanian-perkebunan perlu ditingkatkan.

22. Di bidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW yang ada di kabupaten/kota dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata Kepri ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efesien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam maupun luar negeri
23. 
Dalam bidang informatika dan telekomunikasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan manfaat bagi penerapan e-government. melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya. Penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar kabupaten/kota terjalin dengan baik.

24. Perhatian di bidang pendidikan tetap dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah terutama daerah yang cepat tumbuh bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.

25. 
Terus menata organisasi dan kelembagaan balai latihan kerja dimulai dengan melengkapi sarana dan prasarana latihan kerja, menyediakan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis IT, dan konsultasi ketenagakerjaan secara online. Peningkatan status BLK menjadi Pusat Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang diakui. Melaksanakan peraturan yang komprehensif dibidang ketenagakerjaan dan mengembangkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinanaan dan pelatihan tenaga kerja. Terus melakukan up gradesarana dan prasarana sejalan dengan terus melakukan pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga kerja serta mulainya upaya untuk menetapkan status BLK menjadi milik Provinsi dan memfungsikan BLK yang ada. Tersedianya pegawai teknis ketenenagakerjaan (Pengantar Kerja, Mediator, Instruktur, Pengawas Tenaga Kerja) pada setiap kabupaten/kota dan mulainya disiapkan perencanaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional. Mulai diupayakan meningkatkan jumlah investor dan ekonomi tumbuh minimal 6,5% serta tingkat pengangguran 7%. Dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi terus dilakukan pelatihan kewirausahaan terutama disektor yang strategis.

26. Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara Bandara Kijang (Raja Haji Fisabilillah) di Tanjungpinang, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Sei Bati di Karimun serta peningkatan pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) di Karimun, Batam dan Bintan terus dibenahi dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi sarana transportasi yang cepat dan aman. Meningkatkan kualitas layanan Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai pusat penyebaran dan pelayanan internasional sekaligus meningkatkan fungsi bandara RHF Tanjungpinang, Dabo Singkep, Ranai dan Matak secara maksimal. Dalam waktu yang bersamaan terus melakukan peningkatan pembangunan Bandara di Letung Kepulauan Anambas dan Tambelan Bintan untuk dapat didarati pesawat udara perintis.

27.
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terus dilakukan peningkatannya sehingga berfungsi sebagai jalur perhubungan utama antara Batam dan Bintan, sekaligus menyiapkan pengembangan kawasan Jembatan Batam-Bintan bagi pembangunan pariwisata daerah. Pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) dan angkutan antar pulau terus ditingkatkan. Membangun dan memfungsikan dermaga penyeberangan terutama penyeberangan yang sudah terbangun sambil menyiapkan dermaga penyeberangan di daerah lain sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Dalam bidang keselamatan pelayaran tetap menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Dalam bidang transportasi jalan telah tersedia fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan yang lebih baik dan terminal AKDP berfungsi dalam menata sistem angkutan antar kota dan dalam kota, serta tetap mendorong peningkatan angkutan darat yang murah dan efisien terutama bagipekerja dan anak sekolah.

28. 
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan baik dengan pengendalian penyakit bersumber binatang dan menular langsung maupun terus meningkatkan upaya pencegahannya yang disejalankan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang. Dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu, setiap kabupaten/kota memiliki RSUD minimal tipe C yang kualitasnya baik dan Provinsi mempunyai RS tipe B Pendidikan.

29. Dalam bidang perdagangan terus dilakukan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, dengan tetap disertai oleh peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif.

30. Kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan akan listrik dan air bersih semakin meningkat pelayanannya terutama di perkotaan dan daerah yang cepat tumbuh. Pengembangan sumber energi listrik dan sumber air bersih semakin meningkat baik dengan dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain.

31. Terus menjamin ketahanan pangan dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau baik dengan cara pengadaan, pendistribusian dan pergudangan bahan kebutuhan pokok yang terencana. Sarana prasarana dasar terus ditingkatkan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

32. 
Di bidang kesehatan terus membangun sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis namun tetap berkualitas yang pelaksanaannya ditanggung bersama antara pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.

33. 
Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terus mengembangkan potensi kelautan danperikanan dan terus melakukan pembinaan masyarakat nelayan agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya) baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan. Pembangunan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

34. 
Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan dan terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan. Membangun sarana perekonomian kawasan perbatasan dalam kerangka koneksitas antar wilayah dan pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau dan pengembangan antar sektor.

35. 
Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kepulauan Riau menjadi 71 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 22/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 95/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 8%.

36. 
Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama Pemerintah, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota serta pihak lainnya.

37. 
Terus meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya diperkotaan slum dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan dan pedesaan yang tertinggal dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan. Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi.

38. 
Kinerja bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau 40 % rumah tangga terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak. Terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya dan didukung dengan meningkat dan berkembangnnya infrastruktur lingkungan hidup serta terus meningkatkan peran serta stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam Pengendalian dampak Lingkungan.
Sedangkan berdasarkan RPJMN 2015 – 2019, Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. 
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. 
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. 
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. 
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. 
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. 
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. 
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. 
Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. 
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sedangkan Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015 – 2019 adalah:
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiap-kan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, mo-dernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertum-buhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruk-tur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-teraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; mening-katnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penya-kit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Sedangkan berdasarkan Inisiasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2010, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2015 – 2020 Provinsi Kepulauan Riau adalah:
I. Bidang Ekonomi
Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi adalah:

1. 
Mengembangkan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan Sasaran Pembangunan:
a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

b. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis kelautan

c. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya dengan tetap memperhatikan potensi lestari perairan

d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana obyek wisata bahari serta jumlah kunjungan

e. wisatawan nusantara dan mancanegara

f. Meningkatnya ekspor dari hasil olahan perikanan dan kelautan, dan pertanian.

g. Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha

h. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi serta kemandirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. 
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan Sasaran Pembangunan:

a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian serta ekspor hasil produksi pertanian

b. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah.
II. Bidang Infrastruktur
Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah:

1. 
Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, dengan Sasaran Pembangunan:
a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang dari dan ke seluruh wilayah dan antar daerah

b. Terwujudnya keseimbangan perkembangan wilayah antar kawasan/kabupaten/kota

c. serta keserasian antar sektor

d. Meningkatkan pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana publik.

e. Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi
2. 
Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat Agar Dapat Hidup Secara Layak, dengan Sasaran Pembangunan:

a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat.

b. Terpenuhinya pasokan listrik (elektrifikasi) yang memadai, handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. 
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim, dengan Sasaran Pembangunan:

a. Berkurangnya kerusakan lingkungan dan terpeliharanya kelestarian sumber daya hayati untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

b. Berkurangnya luas lahan kritis di kawasan lindung dan diluar kawasan hutan.
III. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya adalah:

1. 
Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang Berkeadilan, dengan Sasaran Pembangunan:
a. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia termasuk perempuan

b. Menurunnya tingkat kemiskinan penduduk

c. Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan

d. Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja

e. Meningkatnya angka harapan hidup dan status gizi, serta berkurangnya angka kesakitan dan kematian.

f. Terkendalinya perkembangan dan distribusi penduduk

g. Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

h. Peningkatan kualitas pemuda, sarana dan prasarana serta prestasi olahraga

i. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

j. Meningkatnya pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa

2. 
Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia, dengan Sasaran Pembangunan:

a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah

3. 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran Pembangunan:

a. Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil

b. Meningkatnya ketersediaan statistik daerah guna kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

c. Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan daerah provinsi dan perpustakaan daerah Kabupaten/kota

d. Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku

e. Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif

f. Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik

g. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, cepat, murah dan mudah melalui pelayanan yang modern

h. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dengan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

i. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

j. Meningkatnya pelayanan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL

k. Meningkatnya penerapan egovernment.
Tabel 4.1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015
	TUJUAN
	SASARAN

	BIDANG EKONOMI 

	Mengembangkan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

	
	Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis kelautan

	
	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya dengan tetap memperhatikan potensi lestari perairan

	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana obyek wisata bahari serta jumlah kunjungan
wisatawan nusantara dan mancanegara

	
	Meningkatnya ekspor dari hasil olahan perikanan dan kelautan, dan pertanian.

	
	Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha

	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi serta kemandirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian serta ekspor hasil produksi
pertanian

	
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah

	BIDANG INFRASTRUKTUR

	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang dari dan ke seluruh wilayah dan antar daerah

	
	Terwujudnya keseimbangan perkembangan wilayah antar kawasan/kabupaten/kota serta keserasian antar sektor

	
	Meningkatkan pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana publik.

	
	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi

	Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat Agar Dapat Hidup Secara Layak
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan permukiman
yang sehat.

	
	Terpenuhinya pasokan listrik (elektrifikasi) yang memadai, handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat

	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim
	Berkurangnya kerusakan lingkungan dan terpeliharanya kelestarian sumber daya hayati untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

	
	Berkurangnya luas lahan kritis di kawasan lindung dan diluar kawasan hutan

	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang Berkeadilan
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia termasuk perempuan

	
	Menurunnya tingkat kemiskinan penduduk

	
	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan

	
	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja

	
	Meningkatnya angka harapan hidup dan status gizi, serta berkurangnya angka kesakitan dan kematian.

	
	Terkendalinya perkembangan dan distribusi penduduk

	
	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

	
	Peningkatan kualitas pemuda, sarana dan prasarana serta prestasi olahraga

	
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

	
	Meningkatnya pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan desa

	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia
	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan
budaya daerah

	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
	Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil

	
	Meningkatnya ketersediaan statistik daerah guna kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

	
	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan daerah provinsi dan perpustakaan daerah Kabupaten/kota

	
	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku

	
	Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif

	
	Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik

	
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, cepat, murah dan mudah melalui pelayanan yang modern

	
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dengan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

	
	Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

	
	Meningkatnya pelayanan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL

	
	Meningkatnya penerapan egovernment.


1.2. Prioritas Pembangunan 

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2016 didasarkan pada:

1.
Capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. Perencanaan Tahun 2016 memfokuskan  untuk percepatan pencapaian kinerja 2014 yang belum tercapai.

2.
 Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA).
Berdasarkan capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014, terdapat beberapa indikator kinerja pembangunan yang belum tercapai. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan penjabaran Isu Strategis Pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2016, yaitu :
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan dan Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Industri Pengolahan.

2. Peningkatan Sektor Pertanian untuk mencapai Kemandirian Pangan.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Connectivity.
4. Pembangunan Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia.

6. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Berdasarkan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016, dirumuskan Prioritas Pembangunan Tahun 2016 yang terkait erat dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2015.  Berikut ini adalah gambaran keterkaiatan antara Prioritas Pembangunan yang tertuang RKPD 2015 dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan tertuang dalam rencana awal RKPD 2016.
Tabel 4.2.1. Perbandingan Prioritas Tahun 2015 dan 2016
	Tahun 2015
	Tahun 2016

	1. Perluasan Penyediaan Pelayanan Dasar dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target MDG’s
	1. Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor Kemaritiman

	2. Pembangunan Infrastruktur dan Connectivity serta Percepatan Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
	2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat

	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Dan Pengentasan Kemiskinan
	3. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat

	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan dan Pengembangan Sektor Strategis yang Berwawasan Lingkungan 
	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim

	5. Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Tata Kelola Pemerintahan serta Iklim Demokrasi yang Baik
	5. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang Berkeadilan dan Berbudaya

	
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik


Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2016, maka telah ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 adalah :
“Pengembangan Sektor Maritim, Energi, Air Dan Ketersediaan Pangan Serta Sumberdaya Manusia Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau”

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 ini merupakan tema lanjutan dari RKPD tahun 2015 yang menekankan kepada Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2016 akan tetap dilaksanakan dalam kerangka konsep Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment. Hal ini sejalan dengan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Arah Kebijakan dan Strategi dalam kerangka konsep Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi terkait Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment 
	No.
	Kebijakan
	Strategi

	1
	Pertumbuhan ekonomi (Pro Growth) 
	· Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, 
· Meningkatkan daya saing investasi di sektor industri kelautan, industri kecil menengah, pertanian dan pariwisata 

	2
	Pengurangan Kemiskinan (Pro Poor)
	Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Hibah dan Bantuan Permodalan

	3
	Pengurangan Pengangguran (Pro Job)
	· Revitalisasi Balai Latihan Kerja

· Pelaksanaan pelatihan-pelatihan kerja

· Penyaluran bantuan permodalan
· Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

	4
	Kebijakan Berwawasan Lingkungan  (Pro Environment) 
	· Meningkatkan daya tampung lingkungan untuk mendukung pembangunan

· Memelihara kelestarian lingkungan sekitarnya


Penjelasan terhadap pelaksanaan tema pembangunan 2016 tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas serta tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam matriks di bawah ini.
Tabel 4.2.3. Matriks Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2016
	PRIORITAS
	TUJUAN
	SASARAN

	Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor Kemaritiman
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

	
	Meningkatkan produktivitas sektor perindustrian
	Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan 

	
	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya dengan tetap memperhatikan potensi lestari perairan

	
	Meningkatkan kinerja sektor pariwisata
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana obyek wisata bahari serta jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
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